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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti 

berhasil menjelaskan hipotesis dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran kategori persepsi variabel 

Penerapan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah (X1), Aktivitas Pengendalian 

(X2) dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (Y) tergolong sangat tinggi, sangat tinggi dan sangat tinggi 

dengan nilai kategori persepsi masing-masing 88,6%, 86% dan 87,6%. 

2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Aktivitas 

Pengendalian (X2) terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Y). 

3. Variabel Penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1) dan 

Aktivitas Pengendalian (X2) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Y).  

4. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) dan Aktivitas 

Pengendalian (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan 

signifikan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (Y).  
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5. Hasil koefisien determinasi adalah 74,2% yang merupakan kontribusi dari 

tiga variabel bebas, yakni Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

(X1), Aktivitas Pengendalian (X2) dan Akuntabilitas Keuangan Daerah 

Pemerintah Provinsi (Y), sedangkan sisanya yaitu 25,8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang terdapat diluar penelitian ini.  

6.2.  Saran 

 Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat 

menyarankan hal-hal berikut:   

1. Variabel Aktivitas Pengendalian (X2) memberikan pengaruh paling tinggi 

terhadap akuntabilitas keuangan daerah Pemrintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (β1=0,523). Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur perlu memperhatikan dan berusaha untuk meningkatkan aktivitas 

pengendalian yang ada. Dengan cara mengikuti prosedur-prosedur dalam 

sistem pengendalian seperti: (1). Adanya pemisahan tugas atau fungsi yang 

memadai, yang berarti bahwa setiap tugas perlu diberikan sesuai dengan 

pemahaman para pegawai itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam melaksanakan tugas yang ada. (2). Otorisasi yang sesuai 

dengan transaksi dan aktivitas, yang berarti bahwa perlu adanya persetujuan 

terlebih dahulu dari seorang pimpinan kepada bawahan namun harus 

disesuaikan dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan serta karyawan 

mana saja yang berhak menerima otorisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan 

untuk mempermudah serta membatasi ruang aktivitas yang dilaksanakan 
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serta para bawahan dalam melaksanakan aktivitas yang ada. (3). Dokumen 

dan catatan yang memadai, yang berarti perlu adanya dokumen dan catatan 

yang memadai serta sesuai yang membantu mendukung serta meyakinkan 

kegiatan yang akan dilaksanakan. (4). Pengendalian fisik atas aset dan 

catatan, yang berarti bahwa perlu adanya pengendalian langsung  dalam hal 

ini adanya pembatasan atas aset dan catatan yang ada untuk menghindari 

adanya pencurian, serta (5). Verifikasi yang independen, yang berarti perlu 

adanya pemeriksaan yang dilakukan sendiri oleh pemeritah terhadap aset 

maupun dokumen-dokumen yang ada. Selain itu, Badan Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga harus selalu memperhatikan 

proses dalam pengendalian seperti: (1). Menetapkan standar dan metode 

untuk mengukur prestasi kerja para karyawan, dalam hal ini standar yang 

dimaksud adalah adanya kriteria yang sederhana untuk sebuah prestasi, 

yaitu titik-titik yang terpilih dalam seluruh program perencanaan untuk 

mengukur prestasi kerja tersebut guna memberikan tanda kepada pimpinan 

tentang perkembangan yang terjadi dalam perusahaan itu tanpa perlu 

mengawasi setiap langkah untuk proses pelaksanaan recana yang telah 

ditetapkan,  (2). Melakukan pengukuran kerja, yang berarti pengukuran 

prestasi kerja idealnya dilaksanakan atas dasar pandangan kedepan, 

sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar 

dapat diketahui lebih dahulu, (3). Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai 

dengan standar, yang berarti membandingkan hasil pengukuran dengan 
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target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi tersebut sesuai 

dengan standar, pimpinan akan menilai bahwa segala sesuatunya beda 

dalam kendali, dan (4). Mengambil tindakan korektif, yang berarti  proses 

pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan 

penyimpangan yang terjadi. Apabila prestasi kerja diukur dalam standar, 

maka pembenaran penyimpangan yang terjadi dapat dipercepat, kerena 

pimpinan sudah mengetahui dengan tepat, terhadap bagian mana dari 

pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, tindakan korektif itu 

harus dikenakan. Hal-hal tersebut dilakukan guna meningkatkan 

akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur.  

2. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) memberikan pengaruh 

paling tinggi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Y) (β2=0,402). Oleh sebab itu, dari pihak pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Badan Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah terus meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah yang ada serta terus memiliki pemahaman yang baik tentang proses 

dalam akuntansi keuangan daerah itu sendiri seperti: (1). Proses pengumpulan 

data, (2). Pencatatan, (3). Pengiktisaran, dan (4). Pelaporan keuangan 

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 

59 Tahun 2007, serta prosedur-prosedur dalam mendukung sistem itu sendiri 

seperti: (1). Oragnisasi, (2). Dokumen sumber pembukuan, (3). Catatan, (4). 
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Prosedur-prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri, serta 

(5). Laporan keuangan.  Hal tersebut guna meningkatkan Akuntabilitas 

Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa 

agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui 

lebih dalam tentang pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengangkat objek 

penelitian instansi  lainnya, dengan jumlah variabel lebih luas. 
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